BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 23 TAHUN2018

TENTANG

PERUBAHANKETIGAATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,
bahwa
beberapaketentuandalamPeraturanBupatiNomorO1Tahun
2018 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah TahunAnggaran 2018
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiNomor18Tah
un 2018
tentangPerubahanKeduaatasPeraturanBupatiNomorO1Tahun
2018 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah TahunAnggaran 2018
sudahtidaksesuaidenganketentuan yang berlaku,

sehinggaperludilakukanperubahan;

bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 11A ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, bahwa Kepala Daerah
mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, danhuruf b, perlu menetapkan
PeraturanBupatitentangPerubahanKetigaatasParaturanBupati
Nomor 01 Tahun 2018
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja  Daerah
TahunAnggaran 2018;

Undang-UndangDrt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan



10.

11.

12.

13.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang PerubahanKeduaatas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5740)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
6176);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016Nomor364) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018Nomorl1);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian
AnggaranPendapatandanBelanjaNegara Tahun  Anggaran
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 244);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah Tahun 2018
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 825);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017
tentangPenggunaan, Pemantauan, danEvaluasi Dana
BagiHasilSumberDayaAlamKehutanan Dana Reboisasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1967);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Nomor 01);

Peraturan Bupati KaroNomor 37 Tahun 2015tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015
Nomor 37);

Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2017 Nomor 04);

Peraturan BupatiKaro Nomor 36 Tahun
2017tentangKriteriadan Tata Cara
PemberianTambahanPenghasilanBagiPegawaiNegeriSipilBer
dasarkanPrestasiKerja di
LingkunganPemerintahKabupatenKaro (Berita Daerah
KabupatenKaroTahun 2017
Nomor36)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan
BupatiKaro Nomor 16 Tahun
2018tentangPerubahanatasKriteriadan Tata Cara
PemberianTambahanPenghasilanBagiPegawaiNegeriSipilBer
dasarkanPrestasiKerja di
LingkunganPemerintahKabupatenKaro (Berita Daerah

KabupatenKaroTahun 2018 Nomor16);

Peraturan Bupati KaroNomor 01 Tahun 2018tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
KabupatenKaroTahun 2018Nomor
O1)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Bupati Nomor
09 Tahun 2018tentang PerubahanatasPenjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun



Anggaran 2018 (Berita Daerah KabupatenKaroTahun
2018Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUNANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Ol1Tahun 2018tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah
KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 01)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiNomor18Tahun 2018
tentangPerubahanKeduaatasPeraturan Bupati Nomor O01Tahun 2018tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018(Berita Daerah KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 09) diubahsebagaiberikut:

1. KetentuanLampiran II pada OPD 4.04.01.02
BadanPengelolaKeuanganPendapatanAset Daerah
berbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran II yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

2. KetentuanLampiran III
diubahsehinggaberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran II yang

merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR



